.--n
WHERSE U '..-!E-“ 'I‘T"'-.-'
L B

PEHER[HT&H Fﬂm BALI

:." Il?"?.J :mﬂ Adit "‘L'hnt

DINAS KESEHATAN

[ 3 s | {nl
'f'ﬂj.l..l.ﬂ'.'ﬁ‘.'ll EMRT TP BT

RU'IIII.AH EﬁiIIT HA.TA BALI MANDARA

P i 'mn!—'ﬂ"ﬁ_.h-'.#w.i.-l ""l‘rn'!d‘!""'" R | ST T I
| L e el

-

JALAN ANGEOES NOMOR 8. DE "-r”u"i-".hi IBG2A%, TELEPON wlasd) 243350
Lamian [ RTE '|

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALIL

NOMOR B.43.100.3.3/84 /ADUM /RSM.BM

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DI RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALL

Menimbang

Mengingat

A.

1.

bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, maka
diperlukan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
memadai;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Manajemen
Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsa Bali;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang FPenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nﬂmm‘ 6E56);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
MNomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 687 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor H6887);

4. Undang-Undang...
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KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

NOMOR B.43.100.3.3/84/ADUM /RSM.BM

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DI RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA FPROVINSI BALI,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, maka
diperlukan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
memadai;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam hural a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur tentang Pemberlakuan Pedoman Manajemen
Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsi Bali;

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang MNomer & Tahun 20232 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 687 1});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 lentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Trhun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang...



10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipill Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nemor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897];
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawail Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomaor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 1990);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S089);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5115);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomar 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilzian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340};

11. Poraturan...



10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintahh Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomeor 13, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3230)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S089);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kchormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomoer 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477),;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pcgawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndc:ncam
Nomor 6340);

11. Peraturan...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

11.

12.

13.

1.

15.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabalan dan Analisa Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji [stimewa
Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

MNomaor 549);
Peraturan Menteri Keschatan Nomor 33 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Bali
Nomor B) secbagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5§ Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 202 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022
tentang  Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah
Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022
Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Cubernur Nomor V3 Tahun (2022 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi scrta Tata Kerja Rumah Sakit {Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Manajemen

Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian lidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

. Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia

sebagaimana dimaksud dalam  diktum  Kesatu
merupakan Pedoman untuk dipatuhi dan
dilaksanakan bagi seluruh pegawai di Lingkungan
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Ketiga...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Lk,

13.

13.

14,

135.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Eeformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Momor 26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji [stimewa
Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 549);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015
tentang Pedoman FPenyusunan Perencanaan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 705);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8] sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Alas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 202 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provingi Bali Nomor 5);
Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah
Sakit (Bernita Daerah Provinsi Balih Tahun 2022
Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 73 2 Tahun 2022 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSRKAN :

: Menetapkan Pemberlakuan Pedoman Manajemen

Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

: Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia

sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
merupakan Pedoman untulk dipatuhi dan
dilaksanakan bagi seluruh pegawai di Lingkungan
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Ketiga...



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2026,

Ditetaplkan di Bali
pada tanggal 15 Desember 2025

DIRE

NI MADE SUHRYANADI
NIP. 19711005 200003 2 007
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas
segala berkat dan anugrah yang telah diberikan, sehingga Pedoman
Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Provinsi Bali ini dapat selesai disusun.

Buku Pedoman ini adalah merupakan pedoman dalam menentukan
Jumlah kebutuhan tenaga di masing-masing Unit dan Instalasi di Rumah
Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang dimana di dalam Pedoman ini
diuraikan metode yang digunakan dalam menentukan jumlah kebutuhan
tenaga di masing-masing Unit dan Instalasi beserta standar kualifikasi
pendidikan dan standar sertilikat serta pelatihan yang dimiliki dan wajib
untuk diikuti untuk memenuhi masing-masing kualifikasi jabatan di masing-
masing Unit dan Instalasi.

Kami menyadan bahwa Pedoman ini masih jauh dan sempurna, oleh
karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu
kami harapkan demi kesempurnaan Pedoman ini.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya
atas bantuan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan
Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Bali

Mandara Provinsi Bali.

Ternima Kasih,

Penyusun
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan  untuk
meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Sumber Daya Manusia
adalah salah satu aset terpenting Rumah Sakit vang baik dan
terintegras: pada pelayanan. Selain memegang peranan yang penting,
sumber dava manusia juga memiliki rentang terhadap faktor-faktor
negatif jika tidak dikelola dengan baik. Kinerja vang tidak dikontrol dan
efcktifitas kerja wyang rendah. Salah satu kunei utama dalam
menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional adalah
terletalk pada proses perencanaan, relrutmen dan evaluasi calon

pegawai.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Pedoman Manajemen Sumber Daya
Manusia Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali adalah untuk
memberikan arah dan acuan bagi manajemen dalam pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Provinsi Bali secara komprehensif dan menyelaruh. Tujuan disusunnya
Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsi Bali adalah untuk mewujudkan sinergis dan upaya
yang saling mendukung serta melengkapi antara Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsi Bali dengan Pemerintah untuk semakin meningkatkan
pelavanan Keschatan masyarakat melalui pengembangan tocnaga
kKesehatan yvang berkualitas.

1.3 RUANG LINGKUP
Manajemen Sumber Dayva Manusia Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsi Bali meliputi:
1. Perencanaan Sumber Daya Manusia;
2. Pendidikan dan Pelatihan;
3. Kesehatan dan  Keselamatan Staf, Penugasan, Pemberian
Kewenangan, Monev Berkelanjutan Staf Klinis;
Stal Keperawatan;
Staf Klinis Pembert Asuhan Lainnya dan Staf Klinis Lainnya; dan

6. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

1



1.4 BATAS OPERASIONAL

]r

[

10.

11.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengelolaan sumber daya
manusia untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas darn intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sumber Daya Manusia vang selanjutnyva disingkat SDM adalah
Aparatur Sipil Negara (ASN), dan peserta didik yang bekerja di
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Pegawai Negeri 3ipil [PNS) adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPHE) adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yvang dianghkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Peserta Didik adalah dokter magang, siswa magang, dokter residen
dan dokter Ko-As yang melaksanakan pendidikan lanjutan di Rumah
Sakil Mata Bali Mandara Provins: Bali.

Staf Medis adalah semua dokter vang memberikan lavanan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitative, bedah atau layanan medis kepada
pasien atau yang memberikan layvanan interpretatif terkail pasien.
Stal medis yvang melakukan praktik kedokteran wajib memihla Surat
lzin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Staf Keperawatan adalah semua perawat yang memberikan asuhan
keperawatan pasien secara langsung.

Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dan staf klinis lainnya adalah
apoteker, penata anestesi, refraksionis optisien.

Stall Klinis adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan
langsung pada pasicn (misalnya dokter, perawat, gizi, apoteker. Staf
klinis memberikan pelayanan dan asuhan kepada pasien sesuai
dengan kompetensi dan kewenangan yvang ditetapkan.

Staf khinis wajib memliki izin sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

I+
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Staf non klinis adalah semua lenaga yang lidak memberikan
pelayvanan langsung kepada pasien, misalnya tenaga perekam medis,
manajemen dan tenags administrasi.

Analisa Jabatan [Anjab] adalah proses, metode dan teknik untuk
mendapatkan data jabatan vang diolah menjadi informasi jabatan.
Analisa Jabatan merupakan suatu cara mendasar dalam manajemen
sumber daya manusia untuk mendapaltkan gambaran menyeluruh
dan lengkap mengenai suatu posisi jabatan, kemudian menyadurnya
ke dalam format yang memudahkan memahami secara jabatan
dalam organisasi, serta merancang program dan kegiatan penataan
jabatan dan peningkatan kompetensi jabatan.

Analisis Beban Kerja (ABK) adalah suatu teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai
tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume
kerja.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja vang dicapai oleh setiap ASN pada
satuan organisasi sesuai dengan sasaran kKerja pegawal dan perilalu
kerja.

Penilaian prestasi kerja ASN adalah suatu proses penilaian secara
sistematis vang dilakukan oleh pecjabat penilai terhadap sasaran
kerja pegawail dan perilaku kerja ASN.

Ekspektasi Kinerja yvang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah
harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.

Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang
diberikan atas kinerja Pegawai.

Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai adalah proses dimana Pejabat
Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja
Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat
kinerja periodik Pegawal berdasarkan kuadran kinerja Pegawai
Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat
Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja
Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja
tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawail.

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan
ketentuan paling rendah pejabal pengawas atau pejabat lain yang
diberi pendelegasian kewenangan.
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Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit
organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik
kinerja ([oufcome/outcome antara/ ouwtpuiflayanan), dan/atau
pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawail mendapat
penugasan khusus.

- Pangkat adalah kedudukan yvang menunjukkan tingkat secrang

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawalan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yvang diberikan atas prestasi
kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negeri.
Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada
pegawal negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang
ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun
sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja vang diizinkan dalam jangka
waktu tertentu.

Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan
vang diberikan kepada Pegawai Negernni Sipill yang dalam
melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta tclah bekerja terus
menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.
Kartu Suami / Kartu [stri adalah kartu identitas istri/ suami PNS
Kartu Pegawai adalah kartu identitas PN3 dan berfungsi sebagai
kelengkapan administrasi kepegawaian.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yvang
menyvebabkan vang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai
Pegawail Neger Sipil

1.5 LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
MNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687 1),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 6897T);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang [zin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawal Negen Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemernintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipill (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1990);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 5089);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,
dan Tanda Kechormatan (Lembaran Negara HRepublik Indonesia
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Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5115);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477];

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan
dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan
Kenaikan Gan Istimewa Bag Pegawal Pemenntah dengan Perjanjian
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);
Peraturan Menteri Keschatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Keschatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 705);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah
Frovinai Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73
Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17).



BAB II
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 PENGERTIAN

Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yvang

sistemik dalam upaya untuk pendayagunaan sumber daya manusia

dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN

Tujuan Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Le
2.

meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia;
menyelaraskan aktivitas S3DM dengan tujuan organisasi dimasa

datang secara efisien;

3. meningkatkan efisiensi dalam pengadaan pegawai;

4. memperluas basis informasi manajemen sumber daya manusia guna

5.

membantu aktivitas personalia dan unit organisasi yang lain; dan

penggunaan orang secara lebih efisien dan adil dalam pekerjaan.

2.3 RUANG LINGKUP DAN TATA LAKSANA

1.

RUANG LINGEKUP

Ruang hingkup proses perencanaan sumber daya manusia di Rumah

Salat Mata Bali Mandara Provinsi Bali meliputi:

a. pemenuhan kebutuhan staf; dan

b, penempatan kembali staf dari satu Unit Layanan ke Unit Layanan
Lain.

TATA LAKSANA

1) Dalam proses perencanaan SDM Rumah Sakit menctapkan
pendidikan, keterampilan, pengetahuan dan persyvaratan lain
bagi seluruh stal wvang diperlukan sebagai upava
memproyeksikan susunan staf untuk memenuhi kebutuhan staf.
Pertimbangan pimpinan Rumah Sakit dalam melakukan
perencanaan SDM adalah dengan mempertimbanglkan:
a. misi rumah sakit;
b. jumlah Pasien vang dilayvani dibandingkan dengan jumlah

lenaga yang lersedia;

¢, jenis Pelayanan vang tersedia di Rumah Sakit; dan
d. teknologi vang digunakan oleh Rumah Sakit dalam asuhan

pasicn,



2) Perencanaan Sumber Dayva Manusia meliputi:

a. penempatan kembali dan satu unit layanan ke lamn unit
lavanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien atau
kekurangan stalf;

b. mempertimbangkan keinginan stal wuntuk ditempatkan
kembali karena alasan nilai-nilai kepercayaan dan agama; dan

¢. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Perencanaan SDM di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi
Bali diawali dengan menyusun Pola Ketenagaan.

4) Pola Ketenagaan yvang dimaksud diatas adalah Peta Jabatan.

o) Peta jabatan didahului dengan proses penyusunan Informasi
Jabatan/ Analis Jabatan dan kebutuhan pegawai dihitung
melalui Analisa Beban Kerja [ABK)

6) Peta Jabatan dievaluasi dan dilakukan pemutakhiran secara
terus menerus minimal setahun 1 (satu) kali.

7) Analisis Jabatan
Analisis Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja.
Kelompok Analis Jabatan sebagai berikut :

INFORMASI JABATAN
I. Identitas Untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan jelas
Jabatan sesual dengan tugas dan fungsi ;

1. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan. Schelompok tugas vang
melembaga atau menvatu dalam satu wadah jabatan,
tuges dan fungsi yang sama scbalknya mengpunakan
nama jabatan vang sama (JPT Utama, JFT Madya, JPT
Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan
Jabatan Fungsional).

2. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan
suatu jabatan, wang dibuat uantuk mempermudah
inventarisasi jabatan.

3. Unit kerja adalah tempat kedudukan jabatan vang
terlihat dalam susunan struktur organisasi, selanjutnya
tergambar dalam peta jabatan.

1. | Iktisar Merupakan keseluruhan tugas jabatan yang ada dan|
Jabatan disusun dalam 1 (satu) kalimat. [ktisar jabatan dirumuskan
dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan
yvang bersanghkutan.
| - e -




[I. | Kualifikasi Kualifikas: vang berkesesuian dengan tugas dan Mangsi
Jabatan jabatan memuat minimal :
1. Pendidikan [ormal:
2. Pendidikan dan pelatihan;
3. Pengalaman kerja.

V. | Tugas Pokok ﬁ;pamn atau uraian atas semua tugas jabatan vang
merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh
pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi
hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam

| kondisi pelaksanaan tertentu.

V. Hasil Kerja | Keluaran foutput} kerja jabatan dengan ukuran kuantitas,
kualitas, walktu dan/atau biaya dapat berupa:

1. Bends;
2. Jasa;
3. Informasi.

V1. | Bahan Kerja Masukan (input) kerja vang diperlukan pemegang jabatan
untuk memperoleh hasil kerja dapat berupa

1. Benda;
2. Jasa;
3. Informasi.
VIL. | Perangkat Alat kerja vang digunakan pemegang jabatan dalam
Kerja memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dapat berupa
1. S0P,
2. Peraturan;
3. Alat kepa lain yvang tidak termasuk mesin, perkakas
tangan dan perlengkapan.
VIII. | Tanggung  Tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawal untuk
Jawab ! menyelesaikan pokerjaan.

[X. | Wewenang Hak vang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil
suatu tindakan atau keputusan mengenal sualu hal agar
tugas yvang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik,
dengan adanya perumusan  yvang  jelas maka dapat
dihindarkan terjadinya penyalahgunaan atau duplikas:
WEWETIANE.

X, Korelasi Hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan

Jabatan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan.
baik timbal balik maupun secarah, baik vertikal, horizontal
maupun diagonal.

XI. | Kondisi Keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas

Lingkungan meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan,
Kerja letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan
getaran.

XII. | Resiko Potensi kejadian atau keadaan yvang dapat membahayakan

Bahaya keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kecjiawaan
pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan.

XII. | Syarat Svarat minimal wyang harus dimililka pegawal untuk

Jabatan menduduki jabatan :
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1. Keterampi| Menguasai penggunaan bahan pekerjaan.
lan kerga

2. Bakat G, | Intelegensia Kemampuan belajar
kerja

V, | Bakat Verbal Kemampusan untuk
memaharni

N, | Bakat Numerik Kemampuan untuk
melakukan operasi
aritmatik seccara tepat

dan akurat,

8, | Bakal Kemampuan berpikir
secara visual mengenail
bentuk-bentuls
geometris, untuk
memahami

gambargambar dari
benda- benda tiga

dimensi.
P, | Bakat Kemampuan menycrap
Penerapan perincian-perincian
yvang berkaitan dalam
objek  atau  dalam
gambar atau dalam
bahan grafik.

), | Bakat Kemampuan menyerap
perincian yang
berkaitan dalam bahan
verbal  atau  dalam
tabel.

K, | Koordinasi Kemampuan untuk
mengkoordinasikan
mata dan tangan
secara  cepal  dan
cermat dalam
membuat gerakan yang
cepat.

| F, | Kecekatan Jari | Kemampuan
menggerakkan jari-
jemari

E, | Koordinasi Kemampuan

Mata, Tangan | menggerakkan tangan
Kalki dan kaki

secarakoordinatil satu
gama lain  sesuai
dengan rangsangan
penglihatan.
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C, | Kemampuan Kemampuan
membedakan memadukan atau
WHArma membedakan berbagai

warna yang asli, yang
gemerlapan.

M, | Kecekatan Kemampuan
Tangan menggerakkan tangan

dengan mudah
3. Tempera- | D, | Directing Kemampuan

men kerja menyesuaikan diri
menerima langgung
jawab untuk kegiatan
memimpin,
mengendalikan atau
merencanakan

F, | Feeling-ldea- Kemampuan
Fact [FIF) menyvesuaikan diri

dengan Lkegiatan yang
mengandung
penafsiran  pérasaan,
gagasan atau fakta dari
sudut pandangan
pribadi.

[, | Influencing Kemampuan
{INFLU) menyesuaikan diri

wrtul
pekerjaanpekerjaan
mempengaruhnl orang
lain dalam pendapat,
sikap atau
pertimbangan
mengenal gagasan.

J, | Sensory &| Kemampuan
Judgmental menyesuaikan diri
Creteria (SJC) pada

kegiatanperbuatan

kesimpulan penilaian
atau pembuatan
peraturan berdasar-
kKan kriteria
rangsangan indera
ataun alas dasar

| pertimbangan pribadi.




M, | Measurableand
Verifiable
Creteria (MVC)

Kemampuan

menyesuaikan clirs
dengan kegiatan
pengambilan

peraturan, pembuatan
pertimbangan, atau
pembuatan peraturan
berdasarkan  kriteria

| yang diukur atau yang

dapat diuji.

Dealing with

Kemampuan

menvesuaikan diri
dalam berhubungan
dengan orang lain lebih

| dar hanva penerimaan
| dan pembuatan

instruksi.

Repetitive  and|
Continuous
(REPCON)]

Kemampuan
menvesuailkan diri
dalam
kegiatankegiatan yang
berulang, atau secara
terus Mmenerus
melakulan kegiatan
VANE SsAamMa,  sesuai
dengan peranghkat
prosedur, urutan atau
kecepatan tertentu.

Under
(PUS)

Performing

Stress

Kemampuan
menyesuaikan diri
untuk bekerja dengan
ketegangan jiwa jika
berhadapan dengan
keadaan darurat,
kritis, tidak biasa atau
bahava, atau bekerja
dengan kecepatan
kerja dan perhatian
terus Menerus
merupakan
keseluruhan atau
schagian aspck
pekerjaan.

Other
(8TS)

Set of Limits,
Toleranoe ared

Standart

Kemampuan
menyesuaikan diri
dengan situasi vang
menghendalci
pencapailan dengan
tepat menurit
peranglat ba-las,
toleransi atau standar-
standar tertentu,
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Variety and | Kemampuan

Changing menyesuaikan diri
untuk melaksanakan
berbagai tugas, sering
berganti dari tugas
yang satu ke ugas
vang lainnya vang
"berbeda” sifatnya,
tanpa kehilangan

| efisiensi atau
| ketenangan din.
4, Minat | Realistik | Aktivitas yang
lkerja ' memerlulan
| manipulasi  cksplisit,
| teratur atau sistematilk
terhadap
obyek/alat/benda/
mesin
Investigatif Aktivitas vang
' memerlukan
| penyelidikan
observasional, simbolik
| dan sistematik
| terhadap fenomena
_ dan kegiatan ilmiah.

Artistik Aktivitas yang sifatnya
ambigu, kreatif, bebas
dan tidak sistemalis
dalam proses
penciptaan
produk/karva bernilai
seni.

Sosial Aktivitas yang bersifat
snsial atau
memerlukan
keterampilan
berkomunikasi dengan
orang lain.

Kewirausahaan | Aktivitas
vangmelibatkan
kegiatan pengelolaan/
manajerial uniuk
pencapaian tujuan
organisasi.

Konvensional Aktivitas Vang
memerlukan
manipulasi data vang
cksplisit,

kegiatanadministrasi,
rutin dan klerikal.
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5. Upaya
Fisik

Upayva fisik merupakan gambaran
penggunaan  angegota tubuh dalam
melaksanakan tugas jabatan.
Penggunaan anggota tubuh dalam upaya
fisik adalah penggunaan mata, telinga,
hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki,
dan pinggang

Berdiri Berada suatu dalam
tegak ditempat tanpa
pindah ke tempat lain.

Berjalan Bergerak dengan jalan
kalki.

Duduk Berada dalam suatu
tempal dalam posisi
duduk biasa.

Mengangikat Menaikkan atau

menurunkan benda di
satu tingkat ke tingkat
lain (termasuk menarik

ke atas).

Membawa Memindahkan benda,
UmMumnya dengan
menggunakan tangan,
lengan atau bahu.

'Mandﬂmng ) -I-'l;u'lenggl.mﬂ.kan tenaga
untuk memindahkan
benda menjauhi
badan.

Menarik "Menggunakan tenaga

untuk memindahkan
suatu benda ke arah

badan (termasuk
menycentak atau
merenggut).

Memanijat Naik atau turun

tangga, tiang, lorong
dan lain-lain dengan
menggunakan kala,
tangan, dan kaki.

Menyimpan Agar tidak jatuh badan
imbangan / waltu berjalan, berdiri,
mengatur membungkuk, atau
imbangan berdiri di atas tempat

yang agak sempit, licin
dan tingg tanpa alat
pegangan, altau
mengatur  imbangan
pada walktu melakukan
olah raga senam.
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Menunduk

Melengkungkan tubuh

dengan cara
- melekukkan tulang

- punggung dan kaki.

Berlutut

|M¢Iengkungkan tubuh
| Cara
melet-mkkan tulang
| punggung dan kaki.

Membungkuk

, Mt:].ﬂngkungkan tubuh
' dengancara
melengkungkan tulang

- punggung sampai kira-
kira scjajar  dengan

| pinggang.

Merangkak

‘Menjangkau

Bergerak dengan
menggunakan  tangan
dan lutut atau kaki dan
tangan.

Mengu.luri-:an t.angaE
dan lengan ke jurusan
tertentu

F:ngamafa_ﬁ
secara
mendalam

Penglihatan dalam 3
dimensi, uniuk
menetapkan hubungan
antara jarak, ruang
serta  cara melihat
benda dimana benda
tersebut  berada dan
sebagaimana adanva.

Penvesuaian
lensa mata

Penyesuaian lensa
mata untuk melihat
suatu benda vang
sangat penting bila
melaksanakan

pekerjaan vang perlu
dengan melihat benda
dalam jarak dan arah
yang berbeda.

Melihat berbagai
warna

Membedakan warna

vang terdapat dalam
pekerjaan.

Luas

Melihat suatu daerah
pandang, ke atas dan
ke bawah pandang
atau ke kanan atau ke
kiri sedang mata tetap
berada di titik tertentu.
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B. Kondisi a. | Jenis kelamin :
Fisik b. |Umur:

c. | Tinggi badan

d. | Berat badan

€. | Postur badan : ]

- | f. | Penampilan : . ]
7. Fungsi BO | Memasang Menvesuaikan untuk
Pekerjaan mesin melakukan suatu
pekerjaan tertentu
dengan memasang,
mengubah  komponen
komponennya atau
memperbaiki mesin

menurut standar,

Bl | Mengerjakan Menggunakan anggota
persisi badan atau perkakas

untuk  mengerjakan,
memindahkan,
mengarahkan atau
menempatkan  obyek
secara  tepal sesuai
dengan standar vang
telah ditetapkan
dengan toleransi vang
kecil.

B2 | Menjalankan Menghidupkan,
mengontrol menyetel, mengatur
mesin kena dan

menghentikan mesin
| serta mengamati
berbagai alatl petunjuk
pada mesin.

B3 | Mengemudikan/ | Menghidupkan,
menjalankan menghentikan,
mesin mengatur  jalanmesin

atau peralatan yang
 arahnya harus
dikemudikan untuk
MEMmpProses atau
memindahkan benda
atau orang. Dalam
fungsi 1T mesin
sifatnya bergeralk atau
berjalan.

B4 | Mengerjakan Menggunakan anggota
benda  dengan | badan, seperanglkat
tangan atau | alat perkakas tangan
perkakas atau alat-alat khusus

untuk mengerjakan,
menggerakan,

mengarahkan atau
menempatkan benda.
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B5

Melayani mesin

Menghidupkan,
menghentikan dan
mengamali kerja mesin
beserta peralatannya.

B

Memasuk kan,
mengeluar kan
barang ke [/ dari
mesin

Dol

Menyisipkan,

memasukan,

mencelupkan atan
menempatkanbaha n
ke dalam atau
memindahkan dari
mesin, atau dari
peralatan olomatis,

atau vang dilayani,
atau yang dioperasikan
oleh karvawan lainnya.
Serta membandingkan
data  setelah data
tersebut dianalisa.

Menganalisis
data

Mempelajari,
mengurangi, merino
dan menilai data untuk
mendapatkan
kejelasan,atau
menyajikan  tindakan
alternatif.

D1

Menyusun data

Mengerjakan,
menghimpun
mengelompokkan
tentang data,
atau benda.

atan

orang

ﬂéﬁéﬁitung
dala

Mengerjalcan
perhitungan
aritmatika,
kurang, bagi).

(tambah,

D3

Menvalin data

Menvalin, mencatat
atau memindahkan
data.

D4

Membandingka
n data

Mengidentifikasikan
petrsarmaan ataul
perbedaan sifat data,
orang atau benda vang
dapat diamati secara
langsung, serta secara
fisik, dan sedikit sekali
memerlukan upaya
mental.
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00 | Menasehati

Memberi  bimbingan,
garan, konsultasi atau

naschat kepada
perorangan atan
instansi dalam

pemecahan  masalah
berdasarkan  disiplin
ilmu, spiritual, atau
prinsip-prinsip
keahlian lainnya.

01| Berunding Menvelesaikan
masalah tukar
menukar & beradu
pendapat, argumen,
pagasan, dengan pihak
lain membuat
keputusan.

02| Mengajar Melatih orang lain
dengan  memberikan
penjelasan, peragaan,
bimbingan telknis, atau
memberikan
rekomendasi atas
dasar disiplin  yang
bersifat teknis.

03| Menyelia Menentukan atau

04 Menghibur

menafsirkanprosed ur
kerja, membagi tugas,
menciptalan dan
memelihara hubungan
vang harmonis
diantara Bawahan dan
meningkatkan

| efisiensi.

| Menghibur orang lain,

biasanya
menggunakan —media

panggung, film, televisi
dan radio.

05 . Mempengaruhi

Mempengaruhi orang
lain untuk memperoleh
keuntungan dalam
benda, jasa  atau

pendapat.
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AV,

06 | Berbicara
| memberi tanda

Berbicara atau
memberi tanda kepada
OTang lain untuk
meminta, member:
informasi atau untuk
mendapatkan
tanggapan atau reaksi
yang sifatnya tidak
konzeptual.

av

1

Melayani orang

‘08| Menerima

instrules:

Memenuht kebutuhan
atau permintaan orang
lain atau hewan, batk
yvang dinyatakan atau
vang Udak langsung
dinvatakan tetap harus
dilaksanakan menurul
ketentuan fungsi.

Membantua

melaksanakan kena
berdasarkan perintah
| atasan  vang  tidak

| memerlukan
| tanggapan.
Prestasi Prestasi Kerja yang diharapkan bernilai baik dan sangat
Kerja baik sesuail dengan peraturan perundang-undangan.
Kelas Tingkatan pangkat jabatan sesual dengan bobot jabatan
Jabatan langgung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.
8] ANALIS BEBAN KER.JA

Penyvelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efeletif
menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan
dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut
profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan. Namun demikian, yang terjadi saat ini
bahwa profesionalisme vang diharapkan dari sumber daya
aparatur belum sepenuhnya terwujud.

Salah satu penyebab utamanya karena terjadi
ketidaksesualan antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang
didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi
keahlian atau keterampilan pegawal vang belum proporsional.
Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu
pada kebutuhan nyata orgamsasi, dalam arti belum didasarkan

pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit
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tanpa pekerjaan vang jelas dan kurangnya pegawail di unit laimn
merupakan kenyataan dari permasalahan tersebutl. Di sisi lain
pembentukan organisasi  cenderung tidak  berdasarkan
kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu
besar sementara beban kerjanva kecil, sehinpga pencapaian
tujuan orgamsasi hidak efektif dan efisien.

Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya
diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk
menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme
sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap
instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi
semangat pengabdian kepada masyarakal, bangsa dan negara.
Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan
suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian
tugas serta melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma
waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan
standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi
pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan
manajemen lainnya.

Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur
untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah
lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan,
penyvempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari
scgi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.

Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan
analisis beban kerja pada sctiap unit organisasi di lingkungan
instansl pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan.
Aspek-aspek dalam Analisis Beban Kerja ©
a. Norma Wakiu (Variabel Tetap)

Waktu  vang  dipergunakan  untuk menghasilkan /
menyelesaikan produk/ hasil kerja adalah relatil tetap
sehingga menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis
beban kerja. Norma wakitu perlu ditetapkan dalam Standar
Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang

menyebabkan norma waktu tersebut berubah.,
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Perubahan norma waktu dapat terjadi karena:

a) Perubahan kebijakan;

b) Perubahan peralatan;

c) Perubahan kualitas SDM;

d) Perubahan organisasi, sistem, dan prosedur.

b. Volume Kerja (Varnabel Tidak Tetap).

Volume kerja diperoleh dan target pelaksanaan tugas untuk

mempereleh hasil kerja/produk. Setiap volume kerja yang

berbeda-beda antar unit/jabatan merupakan variabel tidak
tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.

Contoh:

a) Salah satu tugas Kepala Scksi Inventarisasi Jabatan
adalah membuat laporan kegiatan Kepala Seksi
Inventarisasi Jabatan. Tugas ini adanya seminggu sckali.
Misal Hari Kerja Efektif dalam 1 tahun untuk
2 hari kerja = 235 han. Maka jumlah volume kerja untuk
tugas membuat laporan kegiatan dalam 1 tahun
adalah 235:5 = 47, satuannya frekuensi.

b) Tugas membuat laporan bulanan, tugas ini adanya
1 bulan sekal. Maka jumlah volume kerja untuk tugas
membuat laporan bulanan dalam 1 tahun adalah
235:20 = 11,75 dibulatkan menjadi 12, satuannya
frekuensi.

¢. Jam Kerja Efelktif

Untuk dapal melakukan analisis beban kerja secara baik dan

benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya,

schingga  pelaksanaannya dapat  dilakukan  secara
lransparan.

Keterbukaan /transparansi ini sebagal suatu syarat agar

pelaksanaan analisis beban kerja dapat dilaksanakan secara

obyektil, schingga laporan hasil analisis beban kerja benar
benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria
suatu alat ukur yaitu:

a) Valid, artinya alal ukur yang akan dipergunakan
mengulkur beban kerja sesuai dengan material yang akan

diukur;
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b) Konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja
harus konsisten dari waktu ke waktu;
¢} Universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan
untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja,
schingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk
suatu unit kerja atau hasil kerja.
Sesuai dengan kntena alat ukur, maka dalam pelaksanaan
analisis beban kerja yang dipergunakan sebagai alat ukur
adalah jam Kerja efektif yvang harus diisi dengan tindak kerja
untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat
konkrit (benda) atau abstrak (jasa). Dalam Keputusan
Presiden Nomor 68 Tahun 1995 telah ditentukan jam kerja
instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk
vang 3 (lima) hari kerja ataupun yang & (enam) han kerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung Harn kenja
dan jam kerja efektif vang akan digunakan sebagai alat ukur
dalam melakukan analisis beban kerja.
Contoh penghitungan 1:
a) Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender
dikurangi han libur dan cuti.
1. Untuk 5 hari kerja:
¢ Jumlah hari per tahun 365
e Libur Sabtu-Mingeu 104 hari
¢ Libur Resma 14 han
e Cuti 12 Harni
¢ Jumlah Hari Libur 130 har
* Han kerja efektif 365 han di kurangi jumlah han
libur 130 Hari = 235 hari
2. Untuk & hari kerja:
¢ Jumlah hari per tahun 365
Libur Minggu 52 hari
Libur Resmi 14 harn
Cuti 12 hari
Jumlah Han Libur = 78 hari
o Hamn kerja efektif 365 hari dilkurangi hari libur 78
hari = 287 hari

* ® #®
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b} Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kega formal
dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karcna tidak
bekerja (allowance) seperti istirahat makan, melepas lelah,
buang air dan sebagainya. Allowance rata-rata sekitar
30% dari jumlah jam kerja formal.

1. Jam Kerja per Minggu
¢ Jam Kerja Formal per Minggu = 37 Jam 30 Menit.
s Jam Kerja Efektil per Minggu [dikurang: wakiu
luang 30%) = 70% x 37 Jam 30 Menit = 26,25 Jam
di bulatkan 26 Jam 30 Menit
s Jam Kerja Tidak Efektil per Minggu 37 Jam 30
Menit — 26 Jam 30 Menit = 11 .Jam
2. Jam Kerja per Hari
a. 5 hari kerja
e Jam Kerja Formal per Hari = 37 Jam 30 Menit:
5 = 7.5 dibulatkan = 7 jam 30 Menit
e Jam Kerja efektil per Hari = 26 Jam 30 Menit:
5= 5,30 dibulatkan = 5 Jam 30 Menit
s Jam Kerja tidak efektifl per Hari = 11 Jam: 5 =
2,20 dibulatkan = 2 Jam
b. b han kerja
e Jam Kerja Formal per Hari = 37 Jam 30 Menil
1 b = 6,25 dibulatkan = 6 jam 30 Menit
s Jam Kerja efektil per Hari = 26 Jam 30 Menit:
6 = 4,41 dibulatkan = 4 Jam 30 Menit
s Jam Kerja tidak efektif per Hari = 11 Jam: b =
1,83 dibulatkan = 2 Jam
3. Jam Kerja per Tahun:
a. Jam kerja formal
# 5 hari kerja = 235 hr x ¥ jam 30 menit/hr =
1.715 dibulaitkan = 1.700 Jam x 60 Menit =
7500 Jam
e 6 hari kerja = 287 hr x 6 jam 320 menit/hr =
1.808 di bulatkan = 1.800 jam
bh. Jam kerja efektf
e 5 hari kerja = 235 hr x 5 jam 30 menit/hr =
1.245 dibulatkan = 1.250 jam
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& 6 hari kerja = 287 hr x 4 jam 30 menit/hr =
1.224 jam dibulatkan = 1.250 jam.
¢. Jam kerja tidak efektif
& 5 hari kerja = 235 hr x 2 jam/hr = 470 Jam
e G han kerja = 287 hr x 2 jam/hr = 374 jam
Jam kerja efektif tersebut akan menjadi alat pengukur dan
beban kerja vang dihasilkan setiap unit kerja/jabatan.

FORMULIR APLIKASI HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN KERJA

INFORMASI JABATAN

NAMA JABATAN :
KODE JABATAN :
UNIT KERJA :
a. JPT Utama :
b. JPT Madya :
¢, JPT Pratama :
d. Administrator :
e, Pengawas :
f. Pelaksana :
g. Jabatan Fungsional:
4. IKTISAR JABATAN :
= KUALIFIKASI JABATAN :
a. Pendidikan Formal :
b. Pendidikan & Pelatihan :

¢. Pengalaman Kerja :
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b. TUGAS POKOK

Iupmum JUMLAH

(JAM)

WAKTU WAKTU | KEBUTUHAN
- " | EFEKTIF | PEGAWAI

JUMLAH

tEEEE RS

JUMLAH PEGAWAI

Catatan: Hanya tugas pokok jabatan vang diisikan.

HASIL KERJA :
BAHAN KERJA :
TUGAS
8 PERANGKAT KERJA :
PERANGKAT PENGGUNAAN UNTUK
KERJA TUGAS

10. TANGGUNG JAWARB :

URAIAN
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11. WEWENANG :
URAIAN
12, KORELASI JABATAN :
NAMA UNIT DALAM HAL
JABATAN KERJA/ISN
TANSI
13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA :
ASPEK FAKTOR
14. RISIKO BAHAYA :
NAMA RESIKO PENYEBAB
15. SYARAT JABATAN :

a. Keterampilan kerja :

b. Bakat Kerja :
¢, Temperamen Kerja
d

. Minat Kerja :

o

Upaya

|

Fizik :

Kondisi Fisik :

1) Jenis Kelamin :
2) Umar :

3) Tinggi badan :
4] Berat badan :
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16.
17

5] Postur badan :
6] Penampilan :
g Fungsi Pekerjaan :

PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN :
KELAS JABATAN :

2.4 URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWARE DAN WEWENANG

1. Rumah Sakit menectapkan pendidikan, keterampilan dan

pengetahuan disertan penetapan uraian tugas, tangpung jawab dan

wewenang sesual peraturan perundang-undangan.

. Betiap staf rumah sakit wajib memiliki uraian tugas, tanggung

jawab dan wewenang.
Stafl klinis vang melaksanakan lugas manajemen harus memiliki

uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang,

. Setiap staf klinis yvang tidak dijjinkan melakukan praktek mandin

harus memiliki uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang.

2.5 REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENEMPATAN STAF

REKRUTMEN DAN SELEKSI

Pengadaan/Rekrutmen sumber daya manusia adalah suatu
proses untuk pencanan tenaga kenaj/karyvawan yang memenuhi
pergyaratan dalam jumlah tertentu untuk mengisi lowongan
pekerjaan yang tersedia,

Proses Pengadaan/Rekrutmen  ini bertujuan untuk
menyediakan tenaga yang memenuhi syarat untuk mengisi
kebutuhan tenaga di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
Rumah Sakit menyediakan proses yang efisien, terkoordinasi, atau
terpusat untuk  penerimaanfrekrutmen individu untuk
posisifjabatan yang tersedia; penilaian/evaluasi  pelatihan,
keterampilan dan pengetahuan para calon kandidat;
penetapan/ appointing individu sebagal staf rumah sakit.

Proses ini dilakukan secara terpusat dan proses
penerimaan/ rekrutmen stafl seragam di seluruh rumah sakit.
Manajemen dan pelayanan berpartisipasi dengan
merekomendasikan jumlah dan kualifikasi dari staf yang
dibutuhkan untuk memberikan pelayanan klinis kepada pasien,
maupun untuk fungsi pendulkung non klinis, dan untuk memenuhi

setiap instruksi atau tanggung jawab departemen/unit kerja
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lainnya. Pihak manajemen dan pelayanan juga membantu
membuat keputusan tentang orang-orang yang ditetapkan sebagai
stal. Proses pengadaan SDM berdasarkan pada pola ketenagaan
dari hagil analisis kebutuhan pegawai (ABEK).

Pengadaan S3DM di Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Provinsi Bali terpusat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber daya Manusia Provinsi Bali (BKPSDM). Pengadaan pegawai
dilakukan serentak bersama organisasi perangkat daerah yang lain
sesuai kebijakan Badan Kepepawaian Negara vang dilaksanakan
mengunakan aplikasi SSCASN.

Apabila belum dilaksanakan rekrutmen pegawai oleh
BEPSDM sedangkan sangat dibutubhkan pegawail untuk memenuhi
regulasi dart Kemenkes ataupun kebutuhan pegawai yang
mendesak maka dilakukan PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan
Pegawai yang dibutuhkan.

PENEMPATAN STAF

Penempatan pegawai merupakan usaha manajemen untuk
mengisi setiap posisi yang kosong dalam suatu organisasi dengan
pegawai yang memenuhi syarat pada saat dibutuhkan.

2.6 FILE KEPEGAWAIAN

1.

Setiap staf rumah sakit mempunyai dokumen catatan yang memuat
informast tentang kualifikasi, pendidikan, pelatihan, uraian tugas,
proses rekrutmen, riwayat pekerjaan, hasil evaluasi dan penilaian
kKinerja individual tahunan.

File kepegawaian harus terpelihara, dibuat terstandar dan
diperbaharui minimal | {satu) tahun sekali.

2.7 ORIENTASI

g

Setiap pegawai baru rumah sakit baik klinis maupun non klinis
wajib diberikan orientasi umum dan orientasi khusus,
Orientasi umum yang dimaksud pada point 1 adalah profil RS,
mutu dan keselamatan pasien, PPl, BHD,penanganan bencana
kebakaran , Komunikasi Efektif, Hak Pasien dan Keluarga.
Orientasi khusus yang dimaksud point 1 adalah orientasi tentang
unit kerja, uraian tugas tanggung jawab, Sistem Informasi dan
Teknologi Rumah sakit yvang dilaksanakan oleh masing-masing
bidang/bagian funit tempat kerjanyva.
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4. Kegiatan orientasi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara dilakulkan

aleh Tim Orientasi,

2.8 PENGHARGAAN/REWARD, PUNISHMENT /HUKUMAN DISIPLIN,
CUTI DAN JENJANG KARIR

Untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan
publik, diperlukan suatu penilaian kinerja yang obyektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja diarahkan
sebagal pengendalian perilaku kerja produktifl yang disyaratkan untuk
mencapai hasil yang optimal. Sebagai hasil dari penilaian kinerja maka
perlu diberikan penghargaan (reward) kepada Aparatur Sipil Negara
(ASN) terbaik atas kinerjanya, ataupun sanksi (punishment] pada ASN
yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku. ASN yvang dimaksud
dalam pedoman ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja.

A. Reward/Penghargaan

Untuk menciptakan kondisi tersebut perlu diupayakan
kesempatan untuk berkompetisi dalam teori dan implementasi antar
pegawai di lingkungan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

Malesud dilaksanalkan program ini adalah sebagai salah satu
bentuk retensi  kepada pegawai  dalam  memotivasi  untuk
meningkatkan kemampuan dasar para pegawal yang meliputi
Enowledge, Skill dan Attitude.

Tujuan adalah menciptakan persaingan yang sehat antar
pegawal tanpa melihat status pegawai baik Pegawai Negen Sipil (PNS)
maupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja)
schingga menjadikan sumber dayva manusia yvang profesional dan
berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
a. Pescrta pemilithan pegawai teladan adalah:

1. Pegawai administrasi bukan unil lungsional vang selanjutnya
disebut kelompok Staf Administrasi.

2. Pegawai/tenaga Keschatan yang melakukan tugas fungsional
secara penuh dibidang keperawatan vang selanjutnya disebut
kelompok Keperawatan.

3. Pegawai [ tenaga Keschatan yvang melakukan tugas lungsional
penunjang  pelavanan secara  penuh selanjutnya  disebut

kelompok Penunjang.
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4.

Dokter — dokter yang memberikan pelayanan fungsional
sclanjutnya disebut kelompok Medis.

b. Kriteria pemilihan pegawai teladan adalah:

1.

ek

9.

Pegawail yang terpilih dan aktif dalam kegiatan - kegiatan di
Fumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.

. Pegawai yvang mempunyai dedikasi, kepribadian dan berbudi

Iuhur.

. Pegawai yang berwawasan luas dengan paradigma  baru

(transparan,demokratis dan akuntabel).
Pegawai yang memiliki kinerja yang sangat baik dan inovatif.

¢. Persyaratan

'

Berstatus sebagai pegawail Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Provinsi Bali.

Telah mempunyai masa kerja sebagai pegawai Rumah Sakil
Mata Bali Mandara Provinsi Bali secara terus menerus selturang
— kurangnya 2 (dua) tahun.

Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam
proses pemeriksaan pelanggaran disiplin/ pembinaan.

Tidak berkedudukan sebagai pejabat struktural.

Aktif melaksanakan tugas sesual tupolesi.

d. Prosedur Penilaian:

1

Penilaian di tingkat ruangan/unit sebagai langkah awal untuk
mengusulkan pegawai ke jenjang berikutnya yakni ke pemilihan
tingkat antar ruangan/unit. Pegawal yvang diusulkan adalah
pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan
lulus dalam penilaian awal.

Penilaian im dilakukan oleh atasan langsungnya dan teman
sejawat meliputi kemampuan melaksanakan tugas, kepribadian

dan Kerjasama.

. Penilaian

Aspek yang diukur dalam pemilihan pegawai teladan:

1. Kemampuan melaksanakan tugas dan hasilnya (skill)

[ l{disesuaikan dengan job description dan indikator kinerja)

2. Sifat terpuji (Attitude)

a. Kemampuan menyampaikan pendapat secara lisan dan
tertulis.
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%

E:

. Bopan santun dan Susila

Disiplin kerja

. Kesediaan untuk mendengar/menghargal pendapal orang

lain,
Kerjasama
Tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas.

Stabilitas dan emosi

3. Pengetahuan/Wawancara tentang Rumah Sakit Mata Bali

Mandara.

a. Pemahaman Budaya Organisasi

b. Pemahaman bidang tugas [job description dan teknis)

4. Hasil test mengunakan konversi nilai sebagai berikut:

a. 91 — 100 Amat baik
b. 81- 90 Baik
c. 71-B0 Sedang

f. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun yang terbagi atas 2 (dua) kegiatan dengan rentang wakiu

pelaksanaan sebagai berikut:

KEGIATAN [ MINGGU
M T m v

1 Persiapan
2 | Seleksi [

(diruangan)

'3 | Seleksi 11 (antar
rUIANgan|

4 | Pengumuman

5 P{:.]'IF_EI'HT'IH.H

Sertifikat
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SKALA PENILAIAN PEGAWAI TELADAN TINGKAT RUANG

Petunjuk 1

Berdasarkan pengamatan anda terhadap pegawai tersebut, berilah penilaian
yvang berkisar antara 1-5 pada pernyataan-pernyataan dibawah 1mi,dengan
kriteria sebagai berikut:

1. Bila yang ditanyakan tidak mampu dilakukan oleh pegawai.

2. Bila yang ditanyakan terjadi setelah diberitahu atasan.
3. Bila yang ditanyakan terjadi setelah diberitahu oleh teman.
4. Bila yang ditanyakan terjadi atas imisiatif sendiri dan benar.
a. Bila yvang ditanyakan terjadi atas inisiatif sendiri dan ditularkan kepada
orang lain.
Aspek Penilaian No | Pernyataan Pilihan
A. Pengetahuan 1 Menguasai materibidang |1 (2 | 3|4 |5
tugas
B. Skill
Komunikasi 2 Mengunakan Bahasa 1|/2|alal5s
komonilkatil dalam
memberi penjelasan
Penguasaan 3 Mampu menciptakan 12345
ruangan ruangan yang tertib dan
rapi
Ketrampilan 4 Mampu melaksanakan 1|2]3]4[5
tugas secara teknis di
bidangnyva
Menyampaikan 5 | Mampu menyampaikan 112|345
pendapat pendapat secara lisan
dan tertulis
Mendengarkan & Mampu menghargai 1 (23|45
orang lain pendapal orang lain
Kerjasama 7 | Mampu bekerjasama 112|345
dengan orang lain |
[novatif &8 Mampu memanfaatkan |1 |2 |3 |45
sumber yvang ada dan
mempunyai insiatif '
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C. Attitude

Disiplin 9 | Mentaati peraturanvang |1 (2 (3| 4|5
berlaku
Tanggung Jawab 10 |Bertangpungjawabbila [1 (2 |3(4]|5

melaksanakan tugas.

Sopan,santun,susila | 11 | Menunjukkan prilaku 1{23l+]3
yang tidak bertentangan
dengan budaya

OTganisasi :
Stabilitas emosi 12 | Mampu mengendalikan .J, 2| al4]5

amarah/emosi

Jiwa pelayanan dan | 13 | Memberikan pertolongan (1 (2|24 5
kasih sayang dan dorongan untuk

sembuh

Komitmen 14 Menga.lsﬂ'tiﬂ tugas sesuai | 1|2 [(3[4][5

dengan jam kerja yvang
ditetapkan I
Kejujuran 15 Eeraﬁihmengal-mi 12|34

n

kesalahan vang diakui
Spiritual 16 | Aktif dalam kegiatan 1

keagamaan

Petunjulk 1

Berdasarkan pengamatan anda terhadap pegawai tersebut Berilah penilaian
vang berkisar antara 1-5 pada pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan
kriteria sebagai berikut:

1. Tidak Memuaskan

Perlu Peninglkatan

Sesual Harapan

Melebihi Ekspektasi

Luar Biasa

o R
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Aspek Penilaian

Pernyataan

Pilihan

A, Produk Kerja

Karyawan ini memberikan
kualitas pada pekerjaannya

Karyawan ini serius dalam
bekerja

Karyvawan ini

menyelesaikan /menyerahkan
tugasnya yang bisa dipercaya
atasan

Karyawan ini menyelesaikan
tugas dengan waktu yang
tepat

Karvawan ini datang kerja
Llepat wakiu

Karyawan ini mengerjakan
tugas menepati deadline

Karyvawan ini memiliki
inisiatil dalambukuman

disiplin bekerja

Karyawan ini memiliki etos
kerja
|

Karyawan ini memperhatikan
wakiu

C. Kerjasama

Karyawan ini penuh antusias

menerima tugas baru

15

Karyawan ini terbuka pada

saran-saran dan ide baru
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D. Kemampuan
beradaptasi

Karyawan ini memanjukkan
keinginan untuk beradaptasi
dengan perubahan

Karyawan ini menunjukkan
antusiasme terhadap
tantangan dan ide baru

Karvawan ini secara efektifl
mengatur ulang pekerjaannya
untuk menyesuaikan
perubahan kondisi

Karyawan ini berpikir jauh ke
depan tentang rencana untuk
menghadapi perubahan
kondisi saat kerja

)
;

= B ae

E. Komonikasi

Karyawan ini berkomunikasi
secara efektil dengan

karyawan lain dan atasan

Karyawan ini menyampaikan
permasalahan kepada
supervisor/atasan ketika
diperlulan

ﬁéryawaﬂ ini menunjukkan

keinginan untuk membania

orang lain ketika dibutuhkan

Karyawan ini
menginformasikan keluhan
atau kekhawatiran kepada

atasan
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FORMAT PENILAIAN PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN PADA RUMAH SAKIT
MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

a. PENILAIAN KINER.JA
NOQ | NAMA PEGAWAL JUMLAH KRITERIA NILAI RATA-
YANG DINILAI RATA

b. PENILAIAN ETIKA PROFESI
Mengpunakan indikator kedisiplinan dan etika profesi, dimana
monitoring dilaksanakan seccara berjenjang dari koordinator di
masing-masing ruangan sampai dengan rangkuman hasil penilaian

dari pejabat structural eselon 3 sebagai atasan langsung.

B. Punishment/Hukuman Disiplin
Upaya peningkatan disiplin di Rumah sakit Mata Bali
Mandara, dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain: Pemanggilan,
Pembinaan dan Pemeriksaan.

1. Pemanggilan Pegawai.

Pemanggilan pegawal vang terindikasi melakukan pelanggaran
disiplin merupakan hasil pengamatan atasan langsung dan
berdasarkan data kehadiran pegawal yvang bersangkutan. Hal ini
dilakukan dalam menegakkan dan membanguan disiplin kerja di
Rumah Sakit Mata Bali Mandara untuk meningkatkan 7 (tujuh
Karakteristik disiplin Kerja). Adapun alur dari pemanggilan dan
pembinaan disiplin pegawai dapat dilihat pada Bagan 1 (Satu).
Ada beberapa hal yang harus dijadikan pedoman oleh pegawai
dalam menjalankan disiplin. Pelanggaran Disiplin sesuai Peraturan
Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 antara lain:
1. Hukuman Disiplin Ringan.
Hukuman Disiplin Ringan dapat berupa:
a. Teguran lisan
Teguran lisan, dikurangi TPP sebesar 20 % (dua puluh persen)
dari jumlah TPP berzih vang akan di terima 1 {satu) bulan;
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b, Teguran tertulis.

Teguran tertulis dikurangi TPP sebesar 20 % [(dua puluh
persen) dart jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 2
[dusa) bulan.

c. Tepuran tidak puas sccara tertulis.

Teguran tidak puas secara tertulis dikurangi TPP sebesar 20
%o (dua puluh persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan
diterima sclama 3 (tiga) bulan.

2. Hukuman Disiplin Sedang,.

Jenis Hukuman Displin sedang antara lain:

a. Pengurangan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari
jumlah TPP Bersih yang akan diterima sclama 6 (enam)
bulan.

b. Pengurangan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari
jumlah TPP Bersih vang akan diterima selama 9 (sembilan)
bulan; dan

€. Pengurangan TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari
jumlah TPP Bersih vang akan diterima selama 12 (dua belas)
bulan.

3. Hukuman Disiplin Berat.

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua
belas) bulan, dikurangi TPP schesar 50 % (lima puluh perseny)
dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 6 (enam)
bulan.

b. Pembebasan dari jabatan menjadi jabalan pelaksana selama

12 { dua belas } bulan, dikurangi TPP sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari jumlah TPP Bersih yang akan diterima selama 9
[sembilan] bulan.
Apabila tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati
jam kerja, vang berdampak pada Unit Kerja menurut
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
dengan Ketentuan sebagai berikut:

. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 3 hari
kerja dalam 1 (Satu) tahun beralan dijatuhi Hukuman

Disiplin berupa teguran hsan.
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Pegawar yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 4
(empat] sampai dengan 6 [(enam) hari kerja dalam 1 [Satu)
tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran
tertulis

Pegawai vang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 7
(tujuh) sampai dengan 10 {(sepuluh) hari kerja dalam 1 {Satu)
tahun beralan dijatubhi Hukuman Disiplin berupa pernyvataan
tidak puas secara tertulis,

Pegawal yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja
dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin
berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama & (enam) bulan.

Pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari
kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman
Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
{dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.

Pegawal yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh} hari
kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman
Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja scbesar 25%
(dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
Pegawai vang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27V (dua puluh
tujuh) har kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijjatuhla
Hukuman Disiplin berupa pembebasan darl jabatannya
menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
Pegawal vang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1
(satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
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2. Pembinaan dan Pemeriksaan

Evaluasi penyelenggaraan disiplin terdiri dari dua yaitu

evaluasi Pembinaan dan Pemeriksaan. Pembinaan dan Pemeriksaan

terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan

guna membangun disiplin yang mampu membawa perubahan

terhadap organisasi.

Tata cara pemeriksaan sebagai berikut:

L.

Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim
pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk

menvampaikan dan diterimanya Surat Panggilan,

. Sebelum  dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim

pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap
laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yvang
diduga dilakukan oleh pegawai vang bersangkutan.

. Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai yang

diperiksa dan pemeriksa.

. pegawai yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal

tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi
faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman
Dyisiplin.

. Berita acara pemeriksaan digunakan sebagal dasar keputusan

Hukuman Disiplin yvang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin

vang dilakukan olech pegawai yang bersangkutan,

.Apahbila berdasarkan hasil pemeriksaan vang dilakukan atasan

langsung pegawai vang bersanglkutan diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara
hierarki kepada PPK atau pejabat lain vang ditunjuk disertai Berita

Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa

. Apabila menurul hasil pemeriksaan, ternyvata Kewenangan untuk

menjatuhkan Hukuman Disiplin @ kepada pegawal tersebut

merupakan kewenangan:

a. Atasan langsung yang bersanghutan, maka atasan langsung
tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib
melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan

laporan hasil pemeriksaan.
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Contoh Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN 1711 %)
T L A v st TP O S

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudar :

N T R R e R R T e A
MIP 3 e s s e e e
Panghat

Jabatan R A PSS T P R PSPPI A RN PEPREp eSS ———
Linit herja Y o T s R st AT s Al e L DR i A A e T
uriuk menghadap kepada

Niuma TRy e B A R AR RN AR B R SR
NIP A e o AT P AR TS S T AW L LA g
Pangheat R R e B i B SR R B
Jabatan - RO E T T Sttey, S e BIot TIEe SETTE ST Fe T s L e Pa—
e

Har A N N R A A O s Py
Tangpgal 1 e R RO R G T R TR
Jam R b b R e S S R b b A e
Tempsn S e S R b S S i i b S R SRS b
untuk  diperiksafdimintai keterangan®)  sehabungan dengan dugaan
pelasigaarain GIBIEIIT ..oocrmsnermme smmnss srmyepapspos sy memsaper an sy s an s s g “

2, Demikian unink dilaksanakan.

Teinlmisai ¥l ¢

Y Corel vang tidak periu.
“1 Tulislah pelanggarn disiplin vang  diduga  dilakukan olch PNS vang
Irersangkutan.
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Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

VR AT T [RRPPRRRPRNRIR f [ | [ .| [SRNRRRSRCRRES . || | | | PR neaa 717 1111 [
sava Tun Pemenksa masimg-masing *):
1. Mo ]
NI
Frangkint
Jabatan
2. Mo
NI
Banrpkint
Jolsatan
3. d=st
berdasarkon wewenang vang ada powla savaf Soet Perintahy
telah melakukan pemenksaan terhadap:
Nouniie
NIP
Pangkat

Jalsatam

EREEE TR L it sy e 0k b e e B e B R B B S

Baarcues sang |.'H.I‘E.I'I'I'I.'}_‘|-I'.I.II'.EI[I dlrlllﬁl tekah melikukan pelanggaran terbadap Ketentoan

Pasal .., vl L, hural ., angka L, Pemtumn Pemenntah Nomor 94 Tahon 202
tentang Disiphn Pegawm Negen Sipil.
I Pertamyaan :

2. Pertmnyaan
£ Jownben
J s

Demnksn Benta Acam Pemenksaan i dibuat antuk dapat digunakan sebagaunana
e

Yanng dipenksa: Fregnlsnt I'c-mr'nk:«r-ufTuu Pemerikss *)
Naman } I. Namn
NI X NIF
Tandn Tangan - Towla Tangnn
£, Nama
N 4
Tomida Tangan
3. sl

4 Cotel vang hdak perio,
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3. Cuti

Cuti adalah hak setiap Pegawai Negeri Sipil vang diberikan
schagai bentuk penghargaan negara untuk menjaga keseimbangan
antara produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai. Cuti ANS
dibuat secara rinci agar setiap pegawan dapat memanfaatkan hak im
dengan tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
Adapun aturan yang mengatur tentang cuti ASN, yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Pegawal Negeri Sipil, terdapat beberapa jenis cuti yang dapat
diajukan oleh PNS yaitu:

a. Cuti tahunan diberikan agar pegawai dapat beristirahat secara
rutin setelah bekerja selama setahun penuh.

b. Cuti besar diberikan sebagai penghargaan bag pegawai yang
telah mengabdi dalam kurun waktu tertentu.

c. Cuti sakit dan cuti melahirkan diberikan untuk menjamin
pemulihan kesehatan dan perlindungan bagi pegawai yang
membutuhkan perhatian medis.

d. Cuti karena alasan penting memberi ruang bagi pegawai yang
menghadapi situasi mendesak dalam keluarga.

e. Cuti di luar tanggungan negara, yaitu cuti yang diberikan apahbila
pegawal perlu meninggalkan tugas untuk jangka waktu panjang
atas alasan tertentu, dengan konsekuensi tidak menerima hak-
hak kepegawaian selama cuti tersebut berlangsung.

2. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun
2022 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawal Pemernintah
Dengan Perjanjian Kerja, terdapat beberapa jenis culi yang dapat
diajulkan oleh PPPK yaitu:

a. Cuti tahunan diberikan kepada PPPK vang telah bekerja paling
sedikit 1 (satu] tahun secara terus menerus berhak atas cut
tahunan.

b. Cuti sakit diberikan kepada PPPK yvang menderita sakit.

c. Culi melahirkan diberikan kepada PPPK untuk kelahiran anak
pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi
PPPK.
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d. Cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama sama
seperti pegawai negeri sipil.

Untuk pengajuan cuti di Pemerintah Provinsi Bali, alurnya
terintegrasi penuh lewat Aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi Bali,
pegawal mengajukan  secara  digital, atasan menyetujul  sccara
elektronik, dan prosesnya jadi lebih cepat tanpa cetak surat fisik lag.
Alur Pengajuan Cuti di Aplikasi Absensi Pemerintah Provinsi Bali:

. Login: Pegawal masuk ke aplikasi Absensi Pemerintah Provins: Bali
menggunakan NIF sebagai usernaome.

2. Pengajuan; pilih fitur cuti, tambahkan cuti, pilih jenis cuti, mengsi
alasan cuti, Alamat cuti dan kirim pengajuan cuti melalui aplikasi.

J. Persetujuan Atasan: Atasan langsung menerima notifikas: dan
menyetujui permohonan culi secara elektronik di sistem.

4, Status Disetujui: Setelah disetujun atasan, status pengajuan akan
berubah.

4. JENJANG KARIR

Jenjang karir menggambarkan alur peningkatan tanggung
jawab, kompetensi, dan kedudukan wyang dicapai melalui proses
pengembangan dirl, pengalaman kerja, serta pencapaian kKinerja.
Proses pemetaan jenjang karir dapat dilakukan melalui assessment,
yaitu rangkaian evaluasi terstruktur yang bertujuan untuk
mengidentifikasi kompetensi, potensi, dan kesiapan karyawan dalam
menempati  peran  tertentu.  Jenjang  karir melall  assessment
merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memetakan
potensi, kompetensi, serta kesiapan pegawal dalam menempati jabatan
sesual dengan jenjang karir yang ada. Melalui proses assessmenl, kita
dapat memperolech gambaran menyeluruh mengenai kemampuan
teknis, perilaku kerja, karakter kepemimpinan, serta kapasitas
pengembangan individu. Assessment dilakukan melalui untuk
memastikan bahwa setiap unit kerja dalam Rumah Sakit Mata Bali
Mandara dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui penempatan pegawai yang sesuai dengan
keahlian serta beban kerja yang ada. Dengan demikian, pengisian
formasi jabatan fungsional tidak hanya memenuhi jumiah pegawai yang
diperlukan, tetapi juga memastikan mutu dan kompetensi yang sejalan
dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku.
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Ada beberapa hal yang harus dijadikan pedoman oleh pegawai

dalam proses jenjang karir yaitu:

ol

Pengangkatan pegawai ke jenjang jabatan fungsional yang lebih
tinggi dilakukan apabila memenuhi persyaratan minimal terkait
pangkat, golongan ruang, dan kualifikasi pendidikan yang sesuai
dengan jenjang jabatan tersebut.

. Calon pejabat fungsional wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi

yang telah diselenggarakan sebagai syaral multlak pengangkatan dan
kenaikan jenjang jabatan.

-Alih jabatan dapat dilakukan melalui mekanisme perpindahan

jabatan yang memperhatikan kebutuhan formasi dan lowongan pada

unit organisasi, serta kesesuaian kompetensi dan  kuoalifikasi

pegawai,

. Pengangkatan dari jabatan pelaksana, administrator, atau jabatan

fungsional lain ke jabatan fungsional tertentu harus memperhatikan
ketentuan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan
reformas: birokrasi yvang mengatur jenjang dan angka kredit jabatan

fungsional kesehatan.

CAngka kredit yang dimiliki pegawai pada jabatan fungsional

sebelumnya dapat diterapkan dengan penyesuaian proporsional
terhadap jabatan fungsional yang bara diduduki.

. Pengangkatan dan perpindahan jabatan harus teregistrasi secara

reasmi dan didukung dengan dokumen administratif yang lengkap

serta dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
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BAB II1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

3.1 PENGERTIAN

3.2

Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelengegaraan belajar
mengajar dalam  rangka meningkatkan kemampuan/kompetensi
pegawal.

Secara umum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan
kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang
yvang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajenal yang
diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pengertian Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya.
Sedangkan pengertian pelatihan adalah usaha terencana oleh organisasi
untuk memfasilitasi pembelajaran pegawai atas kompetensi yvang
berkaitan dengan pekerjaan. Umumnya pelatihan dimaksudkan untuk
memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu
relatil singlkat.

TUJUAN

Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan
wawasan, pengetahuan serta keterampilan seluruh pegawai Rumah
Sakit secara kontinu. Ruang lingkup pelaksanaan diklat ini adalah
seluruh pegawail yang ada di Rumah Salkit Mata Bali Mandara Provinsi
Bali baik PNS maupun Non PNS yang sebagai tenaga klinis maupun Non
Klinis.

Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat
spesifik, praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan
dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti
vang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan. Agar tujuan dan manfaat
diklat terpenuhi maka metode program pendidikan dan pelatihan
dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai
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3.3

dalam hubungannya dalam pekerjaannyva, serta merancang efektivitas
program untuk memastikan apakah program diklat yang dijalankan

efektifl dalam mencapai sasaran vang ditentukan.
PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bah melakukan proses
perencanaan pendidikan dan pelatihan secara terpusat, bersama-sama
manajemen dan pelavanan merencanakan pendidikan dan pelatihan
bagi secluruh stafnya. Dalam mengembangkan pendidikan dan
pelatihan, diperlukan perencanaan vang melalui proses sebagai berikut:

1. Substansi Diklat dan Penelitian mengambil data dari berbagai
sumber informasi untuk mengidentifikasikan kebutuhan pendidikan
berkelanjutan bag staf, Proses identifikasi kebutuhan pelatihan im
scsuai  dengan  kebutuhan  kegiatan  peningkatan mutu  dan
keselamatan pasien.

2. Substansi Diklat dan  Penelitian mengumpulkan  dan
mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk merencanalan
program pendidikan stal, Data imi dihimpun dalam bentuk analisa
usulan pendidikan dan pelatihan bagl masing-masing unit kerja.

3. Program pendidikan dan pelatihan direncanakan berdasarkan data
dan informasi tersebut, yang mana Substansi Diklat dan Penelitian
yvang herkoordinasi dengan masing-masing kepala unit kerja
menentukan stal mana, seperti stal profesional kesehatan,
diharuskan untuk mempercleh pendidikan berkelanjutan guna
menjaga kredensial staf tersebut.

4. Perencanaan tersebut dikoordinasikan dengan masing-masing unit
kerja.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan dibuat berdasarkan sumber data
vang meliputi:

a. Hasil dari kegiatan pengukuran mutu dan keselamartan;

b. Monitor dari program manajemen [asilitas;

c. Penggunaan teknologi medis baru;

d. Keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui evaluasi
kinerja;

. Prosedur klinis baru; dan

f. Rencana memberikan layanan baru di kernudian hari.

h
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6. Setiap Pegawai Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali wajib
mengikuti kegiatan pelatihan, yang direncanakan dalam program
diklat rumah sakit melalui proses perencanaan akan kebutuhan
pelatihan dari masing - masing bidang/bagian /unit.

7. Rumah Sakit menyediakan wakiu, anggaran dan fasilitas untuk
semua staf dalam partisipasi mengikuti Pendidikan dan pelatihan
vang diperlukan.

&. Seluruh stal rumah sakit wajib diberikan pelatihan Telnik resusitasi
jantung paru tingkat dasar (Bantuan Hidup Dasar]) minimal 2 [dua)
tahun sekali.

9. Bagi staf yang menjadi tim kode biru (Blue Code) wajib diberikan
pelatihan bantuan hidup lanjut berupa pelatihan ATLS dan ACLS
bagi dokter dan Pelatihan BCLS/BTLS bagi perawat.

10. Mckanisme pengawasan terhadap program  pelatihan dengan
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pelatihan setiap
semester (6 bulan).

11. Pegawai Rumah Sakilt Maia Bali Mandara Provinsi Bali
diakumulasikan minimal mendapatkan pelatihan 20 jam setahun,

12. Terdapat beberapa pelatihan yang wajib diikouti oleh staf rumah sakit
yaitu Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Manajemen
Kebakaran dan Bencana, Mutu dan Keselamatan Pasien,
Manajemen Resiko, Literasi Digital dan Teknologi Informasi
Kesehatan dan Keselamatan Rumah Sakit, Hak Pasien dan Keluarga,
Bantuan Hidup Dasar (BHD) Komunikasi Efektif dan Penanganan

Bencana minimal setahun sckali dan mampu disimulasikan.

3.4 TATA LAKSANA
A, Pendidikan Formal

1. PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang
lebih tinggl baik dengan ijin belajar dan tugas belajar mengajukan
surat permohonan kepada Direktur,

2. Direktur akan memberikan disposisi (disetujui dan tidak disetujui)
dan bagi PNS vang mengikuti ijin belajar khususnya agar tidak
mengganggu jam kerja/pelayanan,

3. Lanjut PNS yang tersebut membuat usulan untuk diterbitkannya
SK [jin Belajar/Tugas Belajar ke Tim Kepegawailan dan melanjutkan
ke BPKSDM Provinsi Bali.
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B. Pelatihan

Terdapat dua jenis pelatihan yang dilaksanakan pada Rumah

Sakil Mata Bali Mandara Provins: Bal yaitu:
1. Pelatihan Eksternal, vang dibagi menjadi;

a. Pelatihan Eksternal berdasarkan permintaan sendiri adalah

pelatihan vang diperuntukkan bagi Pegawai Rumah Sakit Mata
Bali Mandara Provinsi Bali vang diselenggarakan di Luar Rumah
Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali/Instansi terkait, dengan

langkah- langkah sebagai berilout;

L

2

3)

4

Setiap bagian/bidang/Unit mengajukan permohonan kepada
Direktur terkait pelatihan /magang vang akan diikuti dengan
melampirkan TOR pelatihan yvang sudah ditandatangani oleh
pimpinan Bidang/Bagan/Unit Pengusul.

Tim Diklat dan Penelitian memlasilitasi  kegiatan
Pelatihan /magang dengan mengajukan surat permohonan ke
instansi penyelenggara pelatihan/magang.

Setelah mendapat persetujuan dari instansi penyelenggara
pelatihan / magang maka Tim Diklat dan Penelitian membuat
surat tugas bag peserta dan administrasi
pertanggungjawaban lainnya.

Setelah Pelatihan/magang dilaksanakan peserta menyvusun
laporan pelaksanaan pelatihan/magang dan menyampaikan
sertifikat.

b. Pelatihan Eksternal berdasarkan undangan adalah pelatihan
yvang diperuntukkan bagi Pegawai Rumah Sakit Mata Bali
Mandara Provinsi Bali yang diselenggarakan di Luar Rumah
Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali berdasarkan undangan
dari penyelenggara pelatihan, dengan tahapan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Undangan diterima oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Provinsi Bali, kemudian diajukan ke Direktur Rumah Sakit
Mata Bali Mandara Provingi Bali. Disposisi Direlkour
disampaikan ke Tim [hklat dan Penelitian untuk diproses
lebih lanjut.

Disposisi Dircktur disampaikan Tim Diklat dan Penelitian
untuk diproses lebih lanjut.

Tim Diklat dan Penelitian melakukan pendafiaran peserta
kepada panitia penyelenggara pelatihan.
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4] Tim Diklat dan Penelitan membuat Surat Tugas dan

Administrasi pertanggungjawaban,

3) Setelah Pelatihan/magang dilaksanakan peserta menyusun

laporan pelaksanaan pelatihan/magang dan menvampaikan
scriifikat.

2. Inhouse Training

fmhouse Training adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi

Pegawai Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang
diselenggarakan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

mengpunakan anggaran Rumah Salat yang narasumbernya
berasal dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dan

instansi terkait. Dengan tahapan scbagai beriloat:

.

Setiap bagian/bidang/Unit mengajukan permochonan terkait
Inhouse Training yang akan dilaksanakan dengan melampirkan
TOR pelatihan yang sudah ditandatangani oleh pimpinan
Bidang/Bagan/Unit Pengusul dan dapat dilengkap dengan
Informasi Narasumber pada kegiatan tersebul.

Tim Diklat dan Penelitian memfasilitasi penyelenggaraan
Inhouse Training yaitu menyiapkan undangan, jadwal,
materi, tempat  diklat, konsumsi dan administrasi
pertanggungjawaban.

Sctelah Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Diklat dan Penelitian
menyusun laporan pelaksanaan fmhouse Training dan

mencetak sertifikat.

Inhouse Training yang wajib dilaksanakan pada Rumah Sakit Mata
Bali Mandara Provinsi Bali terdiri dari:

LN NS

R s
1

Pelatihan Mutu dan Keselamatan Pasien

Pelatihan Manajemen Risiko

Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
Pelatihan Penanganan Bencana Kebakaran.
Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Rumah Sakit
Pelatihan Komunikasi Efcktil,

Pelatihan Penanganan Bencara,

Pelatihan Hak Pasien dan Keluarga

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)

Pelatihan Literasi Digital dan Teknologi Informasi
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3.5 DOKUMENTASI

Dokumentasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan adalah:
1. Undangan Kepada Peserta yvang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
2. Mateni vang disampaikan oleh narasumber.
3. Absensi bagi peserta Diklat.
4, Bukti Foto Pelaksanaan Diklat.
5. Laporan pelaksanaan Diklat.
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BAB IV

KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF, PENUGASAN, PEMBERIAN

KEWENANGAN, MONEV BERKELANJUTAN STAF KLINIS

4.1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF

L.

Kesehatan dan keselamatan staf harus menjadi bagian dari program

mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Program Keschatan dan kesclamatan stal dapat berada di dalam

rurnah sakit atau dimtegrasikan ke dalam program eksternal dengan

mempertimbangkan masukan dari staf, penggunaan sumber daya

klinis vang ada di rumah sakit dan di komunitas.

Dalam program kesehatan dan Kkeselamatan, stal harus

mendapatkan pemahaman tentang:

a.carg pelaporan dan cara mendapatkan pengobatan, untuk
menerima konseling dan menangani cedera yang mungkin terjadi
alabat tertusuk jarum suntik, terpapar penyvakit menular, atau
mendapal kekerasan di tempal kerja;

b. identifikas resiko dan kondisi berbahaya di rumah sakit; dan

c. masalah kekerasan dan keselamatan lainnya.

Rumah sakit mengidentifilkasi resiko terpapar atau tertular penyvakit-

penyakit infeksi dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan

vaksinasi.

Rumah sakit wajib melaksanakan evaluasi, memberikan konseling

dan tindak lanjut kepada staf yang terpapar penyakit infeksi serta

dikoordinasikan dengan program pencegahan dan pengendalian

infeksi.

Rumah sakit wajib melakukan identifikasi area yang berpotensi

terjadinya kekerasan di tempat kerja dan melaksanakan upaya-

upaya terukur untuk mengurang resiko terscbut.,

Fumah sakit wajib melaksanakan evaluasi, memberikan konseling

dan melaksanakan tindak lanjut terhadap stafl vang cedera akibat

kekerasan di tempat kerja.

Rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian

kejadian staf yvang terpapar infeksi dan mengalami kekerasan.
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4.2 PENUGASAN STAF MEDIS

1.

Bagi setiap stal medis yang memberikan asuhan kepada pasien
secara mandiri wajib dilakukan proses kredensial.
Proses kredensial yang dimaksud dalam point 1 adalah proses
cvaluasi oleh suatu ramah sakit terhadap staf medis untuk
menentukan apakah wvang bersangkutan lavak diberikan
pernugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan
asuhanftindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit
untuk periode tertentu.

Bagi staf medis baru, kredensial dilakukan pada saat proses seleksi

lamaran dengan memeriksa dokumen dari pelamar, wawancara

maupun ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan rumah salkit.

Dokumen kredensial dan rekredensial meliputi:

a. STR, izin praktik vang masih berlaku;

b. file pelanggaran etik atau disiplin, termasuk informasi dari luar;

c. rekomendasi mampu sccara fisik maupun mental memberikan
asuhan kepada pasien tanpa supervise dan profesi dokter yang
ditentukan;

d. bila stal medis mengalami gangguan kesechatan, kecacatan
tertentu atau proses penugan vang menghambat pelaksanaan
kerja, maka kepada yvang bersangkutan dilakukan penugasan
klinis ulang;

e. jika seorang anggota staf medis mengajukan kewenangan baru
terkait  dengan pelatihan peralatan  canggih, atau
subspesialisasi maka dokumen kredensial hamas secgera
diverifikasi dar sumber vang mengeluarkan sertifikat tersebut.
Keanggotaan stal medis mungkin tidak dapat diberikan jika
rumah sakit tidak mempunyai teknologi medis khusus untuk
mendukung kewenangan klims tertentu.

Rumah sakit juga wajib melakukan proses kredensial dan

pemberian  kewenangan klims untuk pelayanan diagnostik,

konsultasi dan tata laksana yang diberikan oleh dokter praktik
mandiri dari luar ramah sakit.

Proses rckredensial dilakukan setiap 3 (tiga) tahun jika masa

berlaku surat penugasan klinis sudah berakhir serta dilaksanakan

sebelum 3 [higa) tahun jika:

1) masa berlaku STR sudah berakhir; dan
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10,

12.

13.

15,

2} adanya penambahan kompetensi.

Proses kredensial dan rekredensialing stal medis yang dimaksud
pada point diatas dilakukan oleh Komite Medik Sub Kredensialing,
Setiap dokter yang memberikan pelayvanan di rumah sakit wajib
menandatangani perjanjian scsual regulasi rumah sakit.

Rumah sakit wajib melakukan verifikasi dari sumber utama
terhadap pendidikan, registrasi, izin, pengalaman dan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang
dikeluarkan oleh instans pendidikan atau organisas: professional
yvang diakul sebagai bagian dar proses kredensial staf medis.
Verifikasi yang dimaksud dalam point 9 adalah proses untuk
memeriksa validitas dan kelengkapan kredensial dan sumber vang
mengeluarkan  kredensial. Proses dapat dilakukan ke
fakultas/rumah sakit/perhimpunan di dalam maupun di luar
negerl, melalul email/ surat konvensionalf pertanyaan on line/ atau
melalui telepon. Apabila melakukan verifikasi melalui email, alamat
email harus sesuai dengan alamat email yvang ada pada website
resmi universitas/rumah sakit/perhimpunan profesi tersebut, bila
melalui surat konvensional haras dengan pos tercatat.
Pengangkatan stal medis dilakukan secara seragam  dan
transparan berdasarkan kebijakan rumah sakit dan konsisten
dengan populasi pasien rumah sakit, misi dan pelayanan yvang
diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Setiap stal medis yang diangkat wajib memiliki surat tanda
regisirasi vang sudah diverifikasi oleh sumber primer.

Sampai syarat pada point 12 belum dipenuhi, maka anggota staf
medis tersebut tidak bisa diangkat secara resmi dan selama
melakukan pelayanan perawatan pasien harus disupervisi sampai
dokumen kredensial yang disyvaratkan undang-undang dan
peraturan sudah diverifikasi dari sumber primer.

Bagi stal medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri,
dilakukan meiode supervisi.

Frekuensi supervisi dan supervisor yvang ditunjuk dalam metode
supervisi yang dimaksud dalam point 14 didokumentasikan di arsip
kredensial individu tersebut.
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4.3 PEMEERIAN KEWENANGAN KLINIS STAF MEDIS

1. Pemberian wewenang klinis bagi staf medis dilakukan secara seragam,

objektif dan berdasarkan bukti (evidence based] untuk menerima,
menangani serta memberikan layanan klinis kepada pasien untuk
kualifikasinya.

. Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapatkan
rekomendasi dari Komite Medis termasuk kewenangan tambahan,

. Setlap stal medis hanya memberikan pelayvanan spesilik yang
ditentukan rumah sakit.

. Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis stal medis
dalam bentuk tercetak atau elektronik atau media lain tersedia di
semua  unit pelayanan dimana anggota staf medis tersebut

memberikan pelavanan.

4.4 MONITORING DAN EVALUASI BERKELANJUTAN ANGGOTA STAF

MEDIS

, Rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi kinerja staf medis
melalui penilaian kinerja secara seragam untuk evaluasi mutu praktik
profesional berkelanjutan, etik dan disiplin staf medis guna menjamin
peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

. Pelaksanaan monitoring yang dimaksud pada point 1 meliputi:

a. perilaku;
b. pengembangan professional; dan
c. kinerja klinis.

. Data dan informasi hasil pelayanan klinis dari staf medis wajib di
review secara objektifl dan berdasar bukti (evidence based) sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan jika ada dilakukan benchmarking
dengan pihak eksternal rumah sakit.

- Review yang dimaksud pada point 3 dilakukan oleh Kepala KSM,
Kepala Instalasi, Sub Komite Mutu, Kepala Bidang Pelayanan Medik,
Kepala Seksi di Bidang Pelayanan Medik.

. Hasil review yang dimaksud pada point 3 didokumentasikan di [le
kredensial stafl medis atau dokumen lain yang relevan.

.Apabila terdapat temuan vyang berdampak terhadap pemberian
kewecnangan stal klinis sesuai review yang dimaksud diatas, harus

dilakukan tindak lanjut terhadap temuan.



7. Hasil tindak lanjut temuan sesuai point 6 didokumentasikan ke dalam
file stal medis dan disampaikan ke tempat stal medis memberikan

pelayanan.

4.5 PENEMPATAN ULANG STAF MEDIS DAN PEMBAHARUAN
KEWENANGAN KLINIS

1. Berdasar atas monitoring dan evaluasi berkelanjutan kredensial
anggota staf medis yvang dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga)
tahun ditetapkan kewenangan klinisnya apakah tetap, bertambah,
atau berkurang.

2. Dokumen anggota staf medis diperbaharui secara berkala.
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H.

BABV
STAF KEPERAWATAN

Bagi sctiap staf keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan
kepada pasien secara mandiri wajib dilakukan proses kredensial.
Direktur menetapkan rincian kewenangan klinis (RKK) dan surat
penugasan klinis (SPK) stal keperawatan berdasarkan pendidikan,
registrasi, sertiiikasi, izin, pelatthan dan pengalaman staf keperawatan
melalul proses kredensial.
Dokumen kredensial dan rekredensial staf keperawatan meliputi:
1. bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihban dan
pengalaman terbaru dan terverifikasi dari sumber aslinya;
2. bukti kompetens: terbaru melalu: informasi dari sumber lain
dimana perawat pernah bekerja sebelumnya; dan
3. surat rekomendasi dan/atan informasi lain yang mungkin
diperlukan rumah sakit, antara lain seperti riwayat kesehatan dan
sebagainya.
Eumah Sakit wajib melakukan wverifikasi dari sumber utama terhadap
pendidikan, registrasi, izin, pengalaman dan lainnya sesual dengan
peraturan perundang-undangan atau vang dikeluarkan eleh instansi
pendidikan atau organisasi profesional yang diakui sebagai bagian dari
proses kredensial stafl keperawatan.
Proses rekredensial dilakukan setiap 2 (dua) tahun jika masa berlaku
surat penugasan klinis sudah berakhir serta dilaksanakan sebelum 2
[dua) tahun jika;
1. masa berlaku 8TR sudah berakhir;
2. adanya penambahan kompetensi.
Proses kredensial dan rekredensialing stal keperawatan yang dimaksud
pada point A dilakukan oleh Komite Keperawatan Sub Kredensialing.
Dokumen kredensial anggota staf keperawatan diperbaharal secara
berkala.
Setiap staf keperawatan wajib berpartisipasi proaktif dalam program
peningkatan mutu klinis rumah salkit.
Rumah sakit melakukan evaluasi kinerja stafl keperawatan apabila ada
temuan aktivitas peningkatan mutu,
Seluruh data review kinerja staf keperawatan didokumentasikan dalam
file kredensial perawat.
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BAB VI
STAF KLINIS PEMBERI ASUHAN LAINNYA DAN STAF KLINIS LAINNYA

6.1 STAF KLINIS PEMBERI ASUHAN DAN STAF KLINIS LAINNYA.

1. Bagi sctiap profesional pemberi asuhan (PPA) dan staf klinis lainnya
wajib dilakukan proses kredensial dan Re-kredensial.

2. Direktur menetapkan rincian kewenangan klimis (RKK) dan surat
penugasan klinis (SPK] profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan
stal klinis lainnya berdasarkan pendidikan, registrasi, sertifikasi,
izin, pelatihan dan pengalaman profesional pemberi asuhan (PPA)
lainnya dan stal klinis lainnya melalui proses kredensial.

3. Dokumen kredensial dan rekredensial profesional permberi asuhan
(PPA) lainnya dan staf klinis lainnya meliputi:

a. bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan dan
pengalaman terbaru dan terverifikasi dari sumber aslinva;

b. bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain
dimana profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan staf klinis
lainnya pernah bekerja sebelumnya; dan

c. surat rckomendasi danfatau informasi lain yvang mungkin
diperlukan rumah sakit, antara lain seperti riwayat kesehatan
dan sebagainya.

4. Rumah sakit wajib melakukan verifikasi dari sumber utama terhadap
pendidikan, registrasi, win, pengalaman dan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau yvang dikeluarkan oleh instansi
pendidikan atau organisasi professional yang diakui sebagai bagian
dari proses kredensial profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dan
staf klinis lainnya.

5. Proses rekredensial dilakukan setiap 3 (tiga) tahun jika masa berlalku
surat penugasan klinis sudah berakhir serta dilaksanakan sebelum
3 (tiga) tahun jika:

a. masa berlaku STR sudah berakhir; dan

b. adanya penambahan kompetensi.

6. Prosecs kredensial dan reckredensialing profesional pemberi asuhan
(PPA} lainnya dan stafl klinis lainnya yang dimaksud pada peint 1
dilakukan oleh Sub Komite Kredensial Komite Tenaga Kesehatan

Profesional lainnya.
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10.

Dokumen kredensial anggota profesional pemberi asuhan ([PPA)
lainnya dan staf klinis lainnya diperbaharui secara berkala.

Setiap profesional pemberi asuhan (PPA) lainnva dan staf klinis
lainnya wajib berpartisipasi proaktif dalam program peningkatan
multu klinis rumah sakit.

Rumah sakit melakukan evaluasi kinerja profesional pemberi asuhan
(PPA) lainnya dan stal Klinis lamnya apabila ada temuan aktivitas
peningkatan mutu.

Seluruh data review LKinerja profesional pemberi asuhan ([PPA)
lainnya dan staf kiinis lainnva didokumentasikan dalam file

kredensial perawat.
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BAB VII
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI

7.1 PENGERTIAN

1. Pengelolaan kinerja Pegawai beroricntasi kepada ;
a. pengembangan Kinerja Pegawai;
b. pemenuhan Ekspektas: Pimpinan;
c. dialog kinerja yang intens anlara Pimpinan dan Pegawai;
d. pencapaian kinerja organisasi; dan

e. hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.

2. Pengclolaan kinerja Pegawai ditujukan bagi:
a. PNS; dan
b. FPPE.

3. Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas:

a. perencanaan kKinerja yvang meliputi penetapan dan klariikasi
Ekapektasi;

b, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai
vang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan
Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawal.

c. penilaian kinerja Pegawai vang meliputi evaluasi kinerja
pegawai

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi

pemberian penghargaan dan sanksi,

4. Standar perilaku kerja Pegawai terdiri atas :
a. berorientasi pelayanan yang meliputi;
1) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2] ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3] melakukan perbaikan tiada henti;
b. akuntabel yvang meliputi:
1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab
cermat, disiplin, dan berintegritas tingg;
2) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertangmung jawab, efektil, dan efisien; dan
3} tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
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¢. kompeten yang meliputi:

1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan
vang selalu berubah;

2] membantu orang lain belajar; dan

3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

d. harmonis yvang meliputi:

1] menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

2] suka menolong orang lain; dan

3] membangun hingkungan kena vang kondusif;

e. loyval vang meliputi:

1] memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan
yvang sah;

2} menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, Pimpinan,
instansi, dan negara; dan

3} menjaga rahasia jabatan dan negara;

f. adaptif yvang meliputi:

1} cepal menyesuaikan diri menghadap) perubahan;

2) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan

3) bertindak proaktif; dan

g. kolaboratif yang meliputi:

1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak wuntuk
berkontribusi;

2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai
tambah; dan

3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk
tujuan bersama.

Setiap ASN wajib Menyusun SKP sebagaimana dimaksud pada
point 4 berdasarkan rencana tahunan instansi yang memuat
kegiatan tugas jabatan dan target yvang harus dicapai dalam kurun
waktu penitlaian.

SKP yang telah disusun harus disetujui dan diterapkan oleh pejabat
penilal pada bulan Januari.

SKP ditandatangani oleh Pegawai dan ditetapkan oleh Pejabat
Penilai Kinerja.
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7.2 TUJUAN

T.3

74

Penilaian prestasi kerja pegawal bertujuan untuk memperjelas
peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan

sasaran kinerja organisasi.

RUANG LINGKUP

Pemlaian Kinerja Staf ini diperuntukkan bagi seluruh ASN
Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali vang dinilai pada setiap
tahun. ASN yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenal disiplin ASN.

TATA LAKSANA

Dalam rangka penyusunan SKP, Pegawai wajib melakukan dialog
kKinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarfikasi
Ekspektasi. Ekspektasi Kinerja merupakan harapan atas hasil kerja
{Contoh perbedaan hasil kerja, kategori pekerjaan, dan aktivitas
tercantum dalam Anak Lampiran 1) dan perilaku kerja Pegawai. Hasil
dialog kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP). Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi dilakukan
sepanjang tahun kinerja. Berikut adalah tahapan yvang dilakukan untuk
menetapkan dan mengklarifikasi Ekspektasi:

1. Mchhat Gambaran Kescluruhan Organisasi pada Dokumen
Eencana

2. Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

3. Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi Hasil Kerja dan
Perilaku Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja
Mandiri serta Menuangkan dalam Format SKP.

4. Menyusun Manual Indikator Kinerja untuk SKP Pejabat Pimpinan
Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri.

LA

Menyusun Strategi Pencapaian Hasil Kerja.

6. Membagi Peran Pepgawai Berdasarkan Strategi Pencapaian Hasil
Kerja.

Menetapkan Jenis Rencana Hasil Kerja.

B, Menetapkan dan Mengklarifikasi Ekspektasi Hasil Kerja dan
Perilaku Kerja Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional serta
Menuangkan dalam Format SKP.
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10.

Menyepakati Sumber Daya yang Dibutuhkan, Skema
Pertangpungjawaban, dan Konsckuensi Pencapalan Kinerja
Pegawai serta Menuangkan dalam Format Lampiran SKP.
Perilaku Kerja
Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang
scharusnya dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Standar Perilaku Kerja Pegawai didasarkan pada Nilai Dasar ASN
BerAKHLAK beserta panduan pernlakunya sebagail berikut:
a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan
prima demi kepuasan masyakarat.
b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab alas kepercayaan yang
diberikkan
¢. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan
kapabilitas.
d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai
e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan

[, Adaptif, vaitu terus berinovasi dan antusias dalam
menggerakkan serta menghadap perubahan.

g. Kolaboratif, membangun kerja sama vang sinergis.
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BAB VIII
URUSAN KEPEGAWAIAN

B.1 URUSAN KEPEGAWAIAN
1. Kenaikan Pangkal

1) Sistem Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) sistem
yaitu Sistem Kenaikan Pangkat Reguler dan Sistem Kenaikan
Pangkat Pilihan.

2] Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan, yaitua
pada tanggal Februari, Apnl, Juni, Agustus , Oktober danj
Desember setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan
Pemermtah.

3] Jenis Kenaikan Pangkat Pegawai Negen Sipil yvaitu:

a. kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil vang telah memenuhi syarat vang
ditentukan tanpa terikat pada jabatan;

b. kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi
kerjanya vang tinggi; dan

c. kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi Pegawai Negeri
Sipill yvang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan
hormat dengan hak pensiun dengan Kenaikan Pangkat
Pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir yvang
elimiliki.

2. Kenaikan Gaji Berkala
Renaikan Gaj Berkala dibenkan kepada Aparatur Sipil Negara dengan
persyaratan:
1} Pegawai Negeri Sipil (PNS)

a. Telah mencapal masa kerja golongan vang ditentukan untuk

kenaikan Gaj Berkala.

b. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja

tahunan paling rendah bernilai “baik™ sesual dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja

pegawail aparatur sipil negara.

69



2} Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

a. telah mencapai MKG yang ditentukan untuk kenaikan gaji
berkala.

b. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinera
tahunan paling rendah bernilai “baik” sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kinerja
pegawa aparatur sipil negara.
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Format Keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala ASN.
Tempat, (Har, Bulan, Tahunj

Momor :

Sifat :

Lampiran : -

Hal ; Kenaikan Gaji Berkala
Yih s

Dengan ini diberitahukan berhubung dengan telah dipenuhinya masa
kerja dan syarat - syarat lainnya kepada :

MNama :

Tempal ftanggal :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kantor / tempat :
CGaji pokok lama :

£ Lt S 1 i

Atas dasar Sural Keputusan terakhir tentang gaji / pangkat yang ditetapkan

Oleh Pejabat

MNomor dan tanggal :
Tanggal mulai berlakunya :
Masa kerja golongan :

e oo

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperolch :

7. Gaji Pokok Baru :
(dan huruf)
8. Berdasarkan masa kerja :
9. Dalam golongan :
10. Mulai tanggal :
11. Berkedudukan sebagai ¢

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan
penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

Ditetaplkan di ...

pada tanggal ...
[JABATAN],

[NAMA]
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3. Cuti

a. Cuti Terdini atas :

1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari :

a) cuti tahunan.

b} cuti besar,

c] cuti sakit.

d} cuti melahirkan.

¢] cuti karena alasan penting.

) cuti bersama.

g} cuti di luar tanggungan negara.

2. Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

a) cuti tahunan.

b) cuti salit.

¢} culi melahirkan.

d) cuti bersama.

b. Cuti diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian [PPK) atau pejabat
vang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk
memberikan cuti.

c. Cuti diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur
dalam Peraturan Tata Cara Pembenian Cuti Pegawal Negen Sipil. Tata
Cara pemberian cuti bagi :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

a) PNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Yang Berwenang Memberikan Cuti.

b) Permintaan secara lertulis diajukan melalui atasan langsung
atau pejabat lain yang sctara.

¢} Atasan langsung atau pejabat lain yang setara memberikan
pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan,
atau menolak pengajuan Cuti yang diajulkan PNS.

d) Keputusan pemberian Cuti oleh Pejabat Yang Berwenang
Memberikan Cuti dapat berupa menyetujui, mengubah,
menangguhkan, atau menolak pengajuan Cuti yang diajukan
PNS,

2. Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK].

a) PPPK mengajukan permintasn secara tertulis kepada Pejabat

Yang Berwenang Memberikan Cuti.
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b) Permintaan secara tertulis diajukan melalui atasan langsung
atau pejabat lain yang setara,

o] Atasan langsung atau pejabat lain yang setara memberikan
pertimbangan berupa menyvetujui, mengubah, menangguhkan,
atau menolak pengajuan Cutli yang diajukan PPPK.

d) Keputusan pemberian Cuti ocleh Pejabat Yang Berwenang
Memberikan Cuti dapat berupa menvetujui, mengubah,
menangguhkan, atau menolak pengajuan Cuti yang diajukan
PPPK.

4. Satya Lencana Karya Satya

|

a. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karyva Satya terdiri dari 3 (tga)
MaCAm:
1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun;
2. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun;
3. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.
b. Bentuk dan warna pita (Dasar Biru, dengan ima lajur abu-abu]
c. Warna Medali dapat dibedakan:
1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun (warna
perunggu);
2. Tanda Kehormatan Satyalancana Karyva Satya 20 Tahun |(warna
perak); dan
3. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (warna
emas).
d. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya diberikan sesuai
dengan syvarat dan ketentuan vang berlaku.

. Karis/Karsu

a. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang sudah berstatus kawin wajib
memiliki Karis/Karsu,

b, Penetapan KARIS/KARSU bertujuan untuk memberikan jaminan
bahwa pemegangnya adalah istrifsuami sah dari PNS vang
bersangkutan.

c. KARIS / KARSU berlaku selama vyang bersangkutan menjacdi
Isteri/Suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
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d.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagal Pegawai Negeri
Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS / KARSU yang telah diberikan
kepada Isteri / Suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

. Apabila seorang Isten / Suami Pegawal Negeri Sipil bercerai, maka

KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya
tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan
bekas suami/fistrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan
sendirinya berlaku kernbali.

Apabila Pegawai Negen Sipil berhenti dengan hormat dengan hak
pensiun, maka KARIS/KARSU yvang telah diberikan kepada Isteri.

. Buaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka
KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda / anak

yvang berhak atas pensiun.

- Karis/Karsu diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Bali.

- Karpeg (Kartu Pegawai)

&,
b.

Setiap Pegawail Negeri Sipil wajib memiliki Kartu Pegawai (Karpeg).
Kartu Pegawai berlaku selama menjadi PNS, bila telah berhenti
sebagai PNS, maka Kartu Pegawai dengan sendirinya tidak berlaku
lagi.

. Kartu Pegawai diberikan kepada pegawal yang sccara penuh telah

berstatus PNS.

. kKartu Pegawai merupakan salah satu syaral untuk pengusulan

kenaikan pangkat, pengajuan pensiun, dan pengajuan pengembalian
THT Taspen.

. Kartu Pegawair diterbitkan olech Badan Kepegawaian Negara

berdasarkan pengajuan dari PNS bersangkutan sesual syarat dan
ketentuan yvang berlaku melalui aplikas: My ASN.

. Pemberhentian Pegawai

Pemberhentian bagi Aparatur Sipil Negara meliputi:

.

Atas permintaan sendin
Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai
ASN mengundurkan din
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b. Tidak atas pemintaan sendiri

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN vang
dikatagorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan
apabila:

1)

2
3)

4)
3|

6)

7)
B)

9

Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Meninggal dunia

Mencapai batas usia pepensiun jabatan dan/atau berakhirnyva
masa perjanj ian kerja;

Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban,;

tidak berkinerja;

melakukan pelanggaran disiplin tinglkat berat;

dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
vang telah memiliki kekuatan hukum tetap karcna melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun;

berdasarkan putusan pengadilan yvang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yvang ada hubungannya dengan
jabatan; dan/ atau

10} menjadi anggota dan/fatau pengurus partai politik.
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BAB
IX PENUTUP

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu cara
moewljudkan pelayanan keschatan yvang optimal kepada masyarakat. Oleh
karena itu dengan berlakunva Peraturan Direktur ini maka penyelenggaraan
manajemen sumber daya manusia vang sesuai dengan amanah peraturan
perundang-undangan yvang berlaku segera terwujud dan terselenggara
dengan baik pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
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